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RANCANGAN




KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :  KM

TENTANG

PENGGUNAAN FREKUENSI 2400 – 2483,5 MHz  

 UNTUK KEPERLUAN AKSES WIRELESS LAN INTERNET   
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang          :   a.
bahwa Hasil Final Act World Radiocommunication Conference (WRC) 1997 telah menetapkan alokasi untuk Indonesia dalam  Pita Frekuensi 2400 – 2483.5 MHz untuk penggunaan frekuensi TETAP, BERGERAK, dan RADIO LOKASI dengan status Primer dan Amatir (pada 2300-2450 MHz) dengan status Sekunder; 


b.
bahwa sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 5  Tahun 2001 telah ditetapkan dalam Pita Frekuensi 2400 – 2483.5 MHz   dialokasikan untuk penggunaan frekuensi Microwave Link Nasional, Amatir -UHF Sekunder, Tetap Darat -UHF;


c.
bahwa penggunaan teknologi Wireless LAN Internet pada Pita Frekuensi 2400 – 2483.5 MHz   dapat mempercepat dan memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat;


d.
bahwa agar supaya tidak terjadi interferensi yang merugikan (harmful interference), maka perlu diatur ketentuan penggunaan frekuensi oleh masyarakat dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
Mengingat
: 
1.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-undang Nomor  22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

6.  Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7.  Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor KM. 5 Tahun 2001 tentang  Penyempurnaan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;

8.  Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor KM. 24 Tahun  2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan; 

9. 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan 
: 
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN FREKUENSI 2400 – 2483,5 MHz   UNTUK KEPERLUAN AKSES WIRELESS LAN INTERNET   
BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penggunaan Frekuensi  2400 - 2483.5 MHz  adalah penggunaan frekuensi secara bersama (sharing) di alokasi spektrum frekuensi  2400 - 2483.5 MHz antara pengguna primer dengan pengguna sekunder;

2. Penggunaan bersama (sharing) adalah penggunaan frekuensi secara bersama baik di lokasi dan atau    teknologi, dan atau waktu  yang  sama yang tidak mengakibatkan interferensi.

Penjelasan Pasal 15 PP 53/2000

Yang dimaksud dengan pembedaan waktu  (time separation) untuk penggunaan bersama antara lain adalah pembedaan waktu pengoperasian perangkat radio. Dan pembedaan wilayah (spatial separation) antara lain adalah pembedaan lokasi dan pembedaan arah pola radiasi antena. Serta pembedaan teknologi (technology separation) antara lain adalah pembedaan polarisasi dan pembedaan kode akses (Code Division Multiple Acces/CDMA).

3. First Come First Served adalah permohononan pertama terhadap  penggunaan spektrum frekuensi radio yang diperlukan dan telah dinyatakan memenuhi syarat berhak mendapatkan alokasi spektrum  frekuensi radio tersebut.

4. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio;

5. Surat Pemberitahuan Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

6. Status Primer adalah status yang diutamakan bagi penggunaan spektrum frekuensi radio yang seluruh hurufnya tertulis dalam bentuk kapital pada Radio Regulation (RR).

7. Status Sekunder adalah status yang tidak diutamakan bagi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang hanya huruf pertamanya dalam bentuk kapital pada Radio Regulation (RR).

8. Kegiatan Industri, Scientific dan Medis yang selanjutnya disebut ISM adalah operasi dari suatu alat atau perangkat yang dirancang untuk membangkitkan atau menggunakan energi frekuensi radio secara lokal untuk keperluan Industri, Ilmiah, Medis alat-alat rumah tangga atau sejenisnya yang tidak termasuk penggunaan dalam bidang telekomunikasi;

9. UPT Ditjen Postel adalah Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit setempat;

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

Pasal  2

(1) 
Penggunaan frekuensi 2400 - 2483.5 MHz dialokasikan untuk :

a.  
Penggunaan Primer

b. 
Penggunaan Sekunder

(2)
Penggunaan frekuensi sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) huruf a. digunakan untuk Microwave link.

(3)
Penggunaan frekuensi sebagaimana  dimaksud dalam  ayat (1) huruf b. digunakan untuk akses internet Wireless LAN.

(4)
Pengguna Sekunder dilarang melakukan interferensi yang merugikan bagi pengguna Primer.

(5)
Ketentuan yang merugikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) didasarkan adanya laporan dari pengguna primer.

Pasal 3

Akses internet wireless LAN sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal…..ayat (…) meliputi :

a.
Dalam gedung (indoor);   atau

b.
Di luar gedung (outdoor).

Pasal 4

(1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi dan izin frekuensi radio bagi penggunaan  frekuensi 2400 - 2483.5 MHz untuk keperluan Wireless LAN Internet (akses internet) bagi penggunaan di dalam gedung (indoor) melekat dalam sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Penggunaan  frekuensi 2400 - 2483.5 MHz untuk keperluan Wireless LAN Internet (akses internet) bagi penggunaan di luar gedung (outdoor) wajib;

a. Mendapatkan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi  yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;  

b. Mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi  dari Direktur Jenderal bagi penggunaan non ISM;

c. Mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi dari Pemerintah Daerah untuk keperluan ISM;

d. Membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.

(3) 
Pemberian izin untuk penggunaan frekuensi 2400 - 2483.5 MHz berdasarkan ketentuan “First Come First Served”. 

(4) 
Izin sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :

(a) 
tata cara yang sederhana;

(b) 
proses yang transparan, adil, tidak diskriminatif;  dan

(c) 
penyelesaian dalam waktu yang singkat.

Pasal 5

Akses Wireless LAN internet ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan ISM.

Pasal 6

(1)
Frekuensi 2400 - 2483.5 MHz. dialokasikan untuk penggunaan bersama (sharing) antara Microwave Link  dan Wireless LAN Internet bagi penggunaan di luar gedung (outdoor).

(2) 
Dalam hal penggunaan bersama (sharing)  sebagaimana dimaksud ayat (1), Microwave Link berstatus PRIMER dan Wireless LAN Internet bagi penggunaan di luar gedung (outdoor) dengan status SEKUNDER.

Pasal 7

Penggunaan frekuensi bersama (sharing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengikuti ketentuan teknis yang diatur di dalam Keputusan ini.

Pasal 8

(1)
Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. dibayar dimuka setiap tahun yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) 
BHP Frekuensi Radio wajib dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP).

Pasal 9

(1) Dalam hal frekuensi 2400 - 2483.5 MHz digunakan untuk keperluan Wireless LAN bagi penggunaan di luar gedung (outdoor), frekuensi  tersebut  hanya diberikan untuk keperluan akses internet.

(2) Penggunaan frekuensi 2400 - 2483.5 MHz untuk keperluan akses internet sebagaimana  dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan telekomunikasi, yaitu:

a. Penyelenggara jasa internet (Internet Service Provider);

b. Instansi pemerintah;

c. Lembaga pendidikan;  atau

d. Warung internet/warsel/wartel/wariptek/ warkoptek/ dan sejenisnya.
e. (Usulan Perusahaan yang Berbadan Hukum)
Pasal 10

(1) Permohonan sertifikasi dan pelabelan tipe alat  dan  perangkat telekomunikasi yang menggunakan frekuensi 2400 - 2483.5 MHz diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh :  

a. pabrikan/prinsipal;

b. distributor;

c. importir; atau

d. pengguna (???)

BAB II

KETENTUAN TEKNIS 

PENGGUNAAN FREKUENSI 2400 - 2483.5 MHz  UNTUK

KEPERLUAN WIRELESS LAN AKSES INTERNET 

BAGI PENGGUNAAN DI LUAR GEDUNG (OUTDOOR)

Pasal 11

(1) Ketentuan teknis penggunaan frekuensi 2400 - 2483.5 MHz. untuk keperluan Wireless LAN Akses Internet, meliputi :

a. Menggunakan teknologi Spread Spektrum, baik Direct Sequence Spread Spectrum  (DSSS) maupun Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS); Kalau OFDM Bagaimana???
b. Pemisahan penggunaan pita frekuensi untuk teknologi DSSS dan FHSS. (Kalau OFDM Bagaimana??)
(2) Teknologi DSSS sebagaimana  dimaksud dalam  ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Bekerja pada rentang pita frekuensi 2402 s.d. 2448 MHz;

b. Frekuensi pembawa 2412 MHz, 2417 MHz, 2422 MHz, 2432 MHz, dan 2437 MHz;

c. Lebar pita maksimum untuk masing-masing frekuensi pembawa adalah sebesar 22 MHz.

(3) FHSS sebagaimana  dimaksud dalam  ayat (1) huruf a.  menggunakan pita frekuensi 2452 s.d. 2482 MHz.

(4) Effective Isotropically Radiated Power (EIRP) maksimum :

a. operator Wireless LAN Internet untuk penggunaan di luar gedung (outdoor ) yang menggunakan teknologi DSSS (Tidak perlu) sebesar 1 Watt (30 dbmW), untuk  layanan dari satu titik ke banyak titik  (Point to Multi Point);

b. Sebesar 4 Watt (36.02 dbmW) untuk layanan titik ke titik  (Point to Point).

(5) Dalam pengoperasiannya tidak mengganggu operasional dinas tetap Microwave Link.

Pasal 12

(1) Selain ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengguna frekuensi 2400 - 2483.5 MHz untuk keperluan Wireless LAN akses internet di luar gedung (outdoor), wajib: 

a. memberitahukan kepada operator tetap  Microwave Link untuk menentukan lokasi agar tidak mengakibatkan gangguan;  (Sebaiknya POSTEL memberitahukan Dimana saja tempat Microwavelink)
b. melakukan pengecekan parameter teknis bersama UPT Ditjen Postel dengan mengacu pada ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran….. Keputusan ini;

c. pindah ke frekuensi lain atau ke lokasi lain bila menimbulkan gangguan yang merugikan (harmfull interference) bagi pengguna primer.

(2) Penggunaan Wireless LAN akses Internet  untuk penggunaan di luar gedung (outdoor) di pita frekuensi dilarang bila ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 8 dan Pasal 9 ayat 1 tetap  menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap pengguna Primer. (Primer Juga harus dicek apakah membuat interferensi atau tidak)
Pasal 13

Ketentuan First Come First Served sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Stasiun dinas tetap Wireless LAN Internet untuk penggunaan di luar gedung (outdoor) yang sudah terlebih dahulu beroperasi di suatu lokasi mendapatkan prioritas proteksi terhadap gangguan dari stasiun dinas tetap Wireless LAN Internet untuk penggunaan di luar gedung (outdoor) yang akan beroperasi kemudian;

b. Apabila gangguan interferensi tidak dapat diatasi, maka stasiun dinas tetap Wireless LAN Internet untuk penggunaan di luar gedung (outdoor) yang akan beroperasi kemudian yang mengganggu tidak dapat diizinkan untuk beroperasi.

Pasal 14

Penggunaan bersama (sharing)  sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi batasan-batasan rasio proteksi sharing sebagaimana contoh perhitungaan yang  tersebut di dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 15

Pemberian izin frekuensi untuk operator stasiun dinas tetap Wireless LAN Internet  bagi penggunaan di luar gedung (outdoor) dibatasi berdasarkan hasil analisa terhadap keberadaan stasiun radio eksisting dengan memperhatikan kemampuan teknis teknologi yang digunakan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

(dibantu oleh Asosiasi terkait yang berada di kota tersebut)

BAB IV

PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia pada Lampiran I :  yang semula tertulis :

	2450 – 2483.5 MHz  

TETAP


BERGERAK


RADIOALOKASI


S5.150  S5.394


	Microwave Link (nasional) 

(2 300 – 2 500 MHz) 

Tetap Darat -UHF


Menjadi : 

	2450 – 2483.5 MHz  

TETAP


BERGERAK


RADIOALOKASI


S5.150  S5.394


	2 300 – 2 500 MHz

Microwave Link (nasional) 

Tetap Darat -UHF

2400 – 2483,5 MHz

Akses Internet


b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yang semula tertulis: 

	Jasa Wireless Data (secunder)
	Base + remote/out stasiun
	0,020
	0,060


Menjadi: 

	Jasa Wireless Data (secunder)
	Base + remote/ out stasiun
	ISM
	0,00
	0,00

	
	
	Non ISM  
	0,020
	0,060


Pasal  18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

Keputusan Direktur Jenderal Nomor 241/DIRJEN/ 2000 tentang Penggunaan Bersama (Sharing) Pita Frekuensi 2400  - 2483, 5 MHz. Antara Wireless LAN – Akses  Internet Bagi Penggunaan Di Luar Gedung (Outdoor)  Dan Microwave Link dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.






Ditetapkan di      :
J A K A R T A






Pada tanggal      :






--------------------------------------------------------------







MENTERI PERHUBUNGAN,







   AGUM GUMELAR, MSc.

